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PEMERINTAH KABUPATEN POSO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

a. bahwa untuk menjamin kepastian bbaiglalam bidang peternakan

1.

maka perlu menciptakan iklim usaha yang kondusifyjde memberikan
kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan peraiaffs@ternakan
rakyat melalui mekanisme prosedur yang baik damamen

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuantuReraPemerintah
Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan nekamengatur
tentang Izin Usaha Peternakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&tard huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah rigntain Usaha
Peternakan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 196fatey Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RBpundonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kesenketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaraard&epublik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karamimaan, lkan
dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesiaumal992
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanEsmor
3482);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indcadsahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanEsmor
3699);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBkraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik &sinTahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republioniesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh?25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom4B7)4
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaternJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kaidgalndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanrabae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norb9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&vw4 4
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PeringraKguangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @ramiNegara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentaapdJBeternakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Norab,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noi@i2)3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentangeh&an
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republilomegia Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentamdjsanMengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Ind@ndsahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republioniesia
Nomor 3838);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentamgniiaa Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMohel,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo@i2 )4

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaargbR&gian
Urusan Pemerintahanan antara Pemerintah, Pemenntdbaerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kaeafaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nedgapublik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tal@@8 2entang
Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daeablpiten
Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA FEERNAKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangketrab

Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Retaiean

Daerah.

Bupati adalah Bupati Poso.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehagar

penyelenggara pemerintah daerah.

5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di air dalamt baik
yng dipelihara maupun yang hidup secara liar.

6. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara hidupmiak
sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksudnugertentu.

7. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selaiaktgrang
dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaatau
keamanan serta bernilai seni.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya,
perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawbeh
manusia.

9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkéuk pangan
termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun,sandgurung
puyuh dan belibis.

10.Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasilternak dan
hasil ikutannnya bagi konsumen.
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11.Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses ftemeldan
pengkajian datri atau ternak yang memenuhi peasyartertentu
untuk dikembangbiakkan dan / atau untuk produksi.

12.Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk mendtaasibibit
ternak untuk keperluan sendiri atau untuk dipepelgan.

13.Day Old Chick (DOC) atau kuri adalah anak ayam imenul hari.

14.Day Old Duck (DOD) adalah anak itik/bebek yag bewath hari.

15.Sapi bakalan adalah anak sapi jantan dan betia& tad/ak bibit
yang berumur 1-2 tahun untuk digemukkan.

16.Pakan adalah campuran beberapa bahan baku malkanak tyang
diramu atau disusun sesuai penggunaannya.

17.Konsetrat adalah campuran bahan baku pakan yamgpumyai
nilai gizi tinggi dan mudah dicerna.

18.Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang mtieéh
termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusi

19.Daging beku adalah daging yang dibekukan denguamu
sekurang-kurangnya minus’@(sepuluh derajat celcius).

20.Pemeriksaan Antre Mortem adalah pemeriksaan/peguji
kesehatan ternak sebelum dipotong.

21.Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan/pendgtgisehatan
ternak setelah dipotong.

22.Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasdiaging
yang terdiri dari pemeriksaan penyembelihan dangpi&ksaan Post
Mortem.

23.Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan besert@naa
pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dammusaha
peternakan dan atau kartu pendaftaran peternakamatrdan / atau
usaha kecil hewan kesayangannya.

24.Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yanigndiaekan
sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegig untuk
tiap jenis ternak, sebagaimana ditetapkan dalgruatkean ini.

25.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal ip@ngpakan
kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputsepsan
terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainragarbusaha milik
Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentpknapgama,
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulayasgn,
organisasi masa, organisasi sosial politik dan rosgai yang
sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan badarydainn

26.Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan kiakwleh
perorangan atau badan hokum yang melaksanakan ategi
menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potondyriesusu, serta
usaha menggemukan suatu ternak termasuk mengumpulka
mengedarkan dan memasarkan.

27.Perusahaan dibidang Peternakan adalah usaha ygaignkn
secara teratur dan terus menerus pada suatu tesapaidalam
jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yanglipaiti
perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan peruspkegagangan
sarana produksi peternakan.

28.Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yangndjk@h secara
teratur dan terus menerus pada suatu tempat denremnerus pada
suatu tempat dan dalam jangka waktu yang tertemiukikomersial
yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (tertébit/ternak
potong telur, susu serta usaha menggemukkan seais! fernak
termasuk mengapalkan, mengedarkan dan memasaggm@amg
untuk tiap jenis ternak jumlah yang ditetapkan kntiap jenis
ternak pada peternkana rakyat.

29.Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertuligy ydibherikan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suaticama untuk
melakukan usaha peternakan dengan mencantumkamjildawa
yang harus dipenuhi sebagai sayarat untuk daparikiéim izin
usaha peternakan.



30.1zin Usaha Peternakan adalah Izin tertulis yangerikhn oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikak dalam
melakukan usaha peternakan.

31.Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftarégrnalean
rakyat yang dilakukan oleh Bupati Poso atau Kepilzas yang
membidangi fungsi peternakan.

32.Perluasan adalah penambahan jenis dan atau juetiahktdiatas
yang telah diizinkan.

33.1zin perluasan adalah izin tertulis yang diberil@deh bupati poso
atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak akuidan
penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalamteegisaha.

34.Analisa mengenai dampak lingkungan yang selanjutdigebut
AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak pentingtgwsaha
atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkudggup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

35.Pengusaha peternakan adalah orang atau badan hykam
melakukan kegiatan peternakan secara mandiri nmaulemgan
bantuan orang lain dan bersifat komersial.

36.Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yaelgrdigarakan
sebagai usaha sampingan yang jumlahnya maksimumat&egya
untuk tiap jenis ternak sebagaimana telah ditetapka

37.Petani peternak adalah orang atau badan hukum ryeakukan
kegiatan peternakan.

38.Rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan aapigks
bangunan dengan desain tertentu yang digunak&agaetempat
memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyduas.

39.Rumah pemotongan unggas adalah suatu bangunarkataleks
bangunan dengan desain tertentu yang digunakargaetempat
memotong unggas selain hewan bagi konsumsi masyduas.

40.Perubahan adalah suatu tindakan atau kegiatan ub@mgatau
memindahkan bentuk Izin usaha peternakan, lzinigandrumah
potong hewan, Izin pendirian rumah potong unggadiriedari
perubahan atau memindahkan, nama, alamat, statls hukum
atau penanggung jawab.

41.Perluasan perusahaan usaha yag selanjutnya digsrlitasan
adalah penambahan kapasitas produksi melebihi @@% puluh
persen) dari kapasitas produksi yang telah dilzinka

BAB Il
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Usaha budidaya dilaksanakan dalam bentuk perusgietamakan
dan atau peternakan rakyat.

(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ntetipu

Izin usaha pendirian perusahaan peternakan;

Izin usaha pendirian rumah potong hewan;

Izin usaha pendirian rumah potong unggas;

Izin perluasan;

Izin perubahan/pemindahan;

Izin pembukaan cabang/perwakilan;

Izin usaha pemotongan hewan ternak/unggas;

Izin usaha pendirian pabrik pakan ternak;

Izin perusahaan perdagangan sarana produlesinpdéan;

Izin Praktek Dokter Hewan; dan

Izin Klinik Hewan;
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Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usafdayadernak
dan usaha budidaya hewan kesayangan dalam beetukapaan
peternakan, wajib memiliki 1zin usaha peternakan.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sdliatajib
mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kefagaati atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Setiap orang badan usaha yang menyelenggarakaa bsdidaya
ternak dalam bentuk usaha peternakan serta pkéermakyat dan
usaha kecil hewan kesayangan wajib mendaftarkahanya
kepada Bupati atau pejabat yangditunjuk.

(2) Untuk Memperoleh Izin usaha pemohon harus mengiero
Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.

Pasal 5

Setiap perusahaan peternakan yang telah mempetriehusaha
peternakan serta peternakan rakyat dan usaha keditlaya hewan
kesayangan yang terdaftar, wajib menyampaikan depsecara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatamamya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB Il
IZIN USAHA PETERNAKAN

Bagian Pertama
Izin Usaha Perusahaan Peternakan

Pasal 6

Setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha peternayang meliputi :

a. Usaha peternakan kelas A, yaitu usaha peternakamane
penyediaan kebutuhan ekspor;

b. Usaha peternakan kelas B, yaitu usaha peternakamanhentuk
penyediaan kebutuhan antar Provinsi;

c. Usaha peternakan kelas C, yaitu usaha peternakaanhentuk
penyediaan kebutuhan antar Kabupaten/Kota dalarayahl satu
Propinsi; dan

d. Usaha peternakan kelas D, yaitu usaha peternakaanhentuk
penyediaan kebutuhan dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pendirian rumah Potong Hewan

Pasal 7

(1) Setiap rumah potong hewan wajib memiliki 1zin peii rumah
potong hewan.
(2) 1zin usaha pendirian rumah potong hewan menurg peredaran
meliputi :
a. Usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pegasion
hewan untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor;
b. Usaha pemotongaan hewan kelas B, yaitu usaha pegaoto
hewan untuk penyediaan daging Kebutuhan antar #sippi
c. Usaha pemotongan hewan kelas C, yaitu usaha pegawton
hewan untuk penyediaan kebutuhan daging antar
Kabupaten/Kota dalam wilayah satu Propinsi; dan



d. Usaha pemotongan hewan kelas D, yaitu usaha pegasion
hewan untuk penyediaan kebutuhan daging dalam ahlay
Kabupaten.

(3) Izin usaha pendirian Rumah Potong Hewan menyeutis
kegiatanya meliputi :

a. Usaha pemotongan hewan kategori |, yaitu usaha jomgan
hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotdreyaan
milik sendiri di rumah pemotongan hewan milik sendi

b. Usaha pemotongan hewan ketegori Il, yaitu usahaofmergan
hewan yang berupa kegiatan menjual jasa pemotohgamn
atau melaksanakan pemotongan hewan milik orangllatmah
potong hewan milik sendiri; dan

c. Usaha pemotongan hewan kategori Ill, yaitu usatmaopengan
hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotdreyaan
pada Rumah Pemotongan Hewan milik orang lain aenpat
umum yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Bagain Ketiga
Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Unggas

Pasal 8

(1) Setiap rumah potong unggas wajib memiliki surah Ipendirian
rumah potong unggas.
(2) Izin usaha rumah potong unggas menurut peredagipun :

a. Usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pegaion
unggas untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor;

b. Usaha pemotongan hewan kelas B, yaitu usaha pegaoion
unggas untuk penyediaan daging kebutuhan antaimgipp

c. Usaha pemotongan hewan kelas C, yaitu usaha pegawton
unggas untuk penyediaan kebutuhan daging antarplasén /
kota dalam wilayah satu propinsi; dan

d. Usaha pemotongan hewan kelas D, yaitu usaha pegaoion
hewan untuk penyediaan kebutuhan daging dalam ahlay
kabupaten.

(3) 1zin usaha pendirian rumah potong unggas menuruts je
kegiatannya meliputi :

a. Usaha pemotongan Unggas kategori | yaitu usahatoemgan
unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotonggas
milik sendiri dirumah pemotongan unggas milik sendi

b. Usaha pemotongan unggas kategori Il yaitu usaha{osigan
unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotanyggas
atau melaksanakan pemotongan unggas milik orang dai
rumah potong unggas milik sendiri; dan

c. Usaha pemotongan unggas ketegori Il yaitu usah@opmgan
unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotonggas
pada rumah pemotongan unggas milik orang lain &enpat
umum yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perluasan

Pasal 9

(1) Izin usaha perluasan sebagaimana dimaksud pasatZ23 setiap
perusahaan peternakan, pengusahaan rumah potongn,hew
pengusaha rumah potong unggas yang melakukan ganluskala
usaha dan atau penambahan daerah tujuan pergdsnasaran
dari yang telah di Izinkan wajib mengajukan pernmmao tertulis
kepada Bupati.



(2) 1zin perluasan sebagaiamana dimaksud ayat (1) haenaku bagi
perusahaan peternakan yang telah memiliki Izinaipatternakan.

Bagian Kelima
Izin Perusahaan/Pemindahan Perubahan Usaha peternak

Pasal 10

(1) Setiap perusahaan peternakan yang memilik Izinaupaernakan
baik lokasi lama maupun lokasi baru apabila melakytemindahan
lokasi, wajib mengajukan permohonan secara terkeljgda Bupati
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kebedilakukan
pemindahan lokasi.

(2) Setiap perusahaan peternakan yang memiliki Izihaipeternakan,
apabila melakukan perubahan lama, alamat dan aaanggung
jawab perusahaan, wajib memberitahukan secaralitekapada
Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari &egebelum
dilakuka perubahan.

Bagian Keenam
Izin Pembukaan Cabang/Perwakilan

Pasal 11

(1) Setiap perusahaan peternakan yang memiliki izamaispeternakan
yang membuka cabang perwakilan perusahaan wajipmesecara
tertulis kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud yatef{amisat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditemya laporan
pembukuan cabang/perwakilan perusahaan dan selgajut
dibubuhkan tanda tangan, cap stempel pada foto SRIP
perusahaan pusat sebagai bukti SIUP tersebut berladgi
cabang/perwakilan perusahaan.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Usaha Budidaya Ternak

Pasal 12

Jenis dan jumlah ternak kegiatan budidaya perasapaternakan dan
peternakan rakyat :

Skala Usaha
peternakan
wajib Peternakan rakyal
No Jenis Ternak memperoleh (Jymlah ternak Ket
Izin perusahaan diantara dalam
peternakan ekor)
(Jumlah ternak
lebih dari)
1. | Ayam Ras petelur | 10.000 1000 s/d 10.000 | Induk
2. | Ayam ras pedaging | 15.000 1000 s/d 15.000 | Prod/
3. | Itik, angsa dan entok 15.000 1000 s/d 15.000 | Siklus
4. | Kalkun 10.000 1000 s/d 10.000 | Campuran
5 | Burung Puyuh 25.000 1000 s/d 25.000 | Campuran
6. | Burung darah 25.000 1000 s/d 15.000 | Campuran
7. | Kambing/domba 300 10 s/d 300 | Campuran
8. | Babi 125 5s/d 125 | Campuran
9 | Sapi potong 100 5s/d 100 | Campuran
10. | Sapi perah 20 5s/d 20 | Campuran
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11. | Kerbau 75 5s/d75 | Campuran
12 | Kuda 50 5s/d 50 | Campuran
13. | Kelinci 1500 100 s/d 150 | Campuran
14 | Rusa 300 100 s/d 300 | Campuran
15. | Ayam potong 10.000 1000 s/d 10.000 | Campuran

Campuran

Bagian Kedua
Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatagopatan
penyembuhan penyakit hewan ternak, wajib memikki praktek.

(2) 1zin praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (Abasli wajib
mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kefagaati atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tkegia
pengobatan/penyembuhan penyakithewan dalam bentirkk k
hewan, wajib memiliki Izin usaha.

(2) 1zin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (lpsdibarus
mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepagati.

Pasal 15

Setiap perusahaan klinik hewan wajib menyampaikporbn kegiatan
usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kegabla Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Obat Hewan

Pasal 16

(1) Setiap penggunaan obat hewan, yang dikategorikaebagai obat
keras harus dilakukan oleh dokter hewan, yang egatkan
sebagai obat keras harus dilakkan oleh dokter hetau orang lain
dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan do&tesn.

(2) Penggunaan obat hewan yag dikategorikan sebagabebas dapat
dilakukan setiap orang dengan mengikuti petunjukigeian obat
yang ditentukan.

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pé&mnbu
penyediaan, penyimpanan dan peredaran obat hewagarde
maksud untuk diperdagangkan diwiliyah daerah, wamiliki 1zin
usaha.

(2) 1zin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (lasdiavajib
mendaftar Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali k&fdpati atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatanbysgan,
penyediaan, penyimpangan dan peredaran obat hewag telah
memiliki 1zin usaha, wajib menyampaikan laporan i usahanya
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali keBagati atau pejabat
yang ditunjuk.




Bagian Keempat
Pemanfaatan Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 19

(1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izathasgpemotongan
hewan, wajib memanfaatkan fasilitas pelayanan pagi@mah
pemotongan hewan.

(2) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayatatBsdmeliputi :

d. Kandang, karantina;

e. Pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dan hsetela
pemotongan;

f. Pemakaian tempat pemotongan;

g. Pemakaian tempat pelayuan daging; dan

h. Pemakaian pengangkutan daging.

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melaksanakan perajelalamah
pemotongan hewan, wajib menyampaikan laporan memdesgiatan
usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati

Bagian Kelima
Pemanfaatan Pasar Hewan

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan tisinge beli
ternak dalam wilayah kabupaten poso wajib dilakkanadipasar
hewan atau tempat penampungan ternak yang ditetapkeh
Bupati.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatarasuitkan dan
mengeluarkan ternak dari dan pasar hewan, wajib enksa
ternaknya kepada petugas yang berwewenang.

BAB V
PENGAWASAN PEREDARAN PRODUKSI TERNAK
DAN BAHAN ASAL HEWAN

Bagian Pertama
Pengawasan dan Peredaran Daging

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatarbaveandaging
masuk dari luar daerah untuk keperluan usaha atgenkingan
masyarakat serta kegiatan sosial lainnya, wajibakdkan
pemeriksaan ulang kesehatan dagingnya oleh pejalaaig
berwenang sebelum diedarkan dan atau dikonsunendaderah.

(2) Pemeriksaan ulang kesehatan daging sebagaimanésdidhdalam
ayat (1) diatas dilakukan :

a. Padatempat yang ditetapkan; dan
b. Pemeriksaan secara post Mortem sederhana dan apabil
diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam.

(3) Hasil Pemeriksaan ulang, sebagaimana dimakslaindayat (2)
diatas, oleh pejabat yang berwenang menyatakiawa:

a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila dagelgat dan
aman untuk dikonsumsi karena tidak menderita Spetyakit;

b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syaedtelsm
peredaran, apabila daging tersebut menderita gerngatentu
dan ada bagian tidak layak untuk dikonsumsi haitusasg;



c. Dapat diedarkan dan dikonsumsi dengan syaratnsgberedaran
mendapat perlakuan khusus sesuai ketentuan yaladugedan

d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi karena benaahakibat
penyakit tertentu dan / atau mengandung residu.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Peredaran Telur

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatamasekan
dan mengeluarkan telur dari dan wilayah daerahavasih
pengawasan Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengawasan peredaran telur sebagaimana dimaksam dght
(1) diatas, dilakukan pemeriksaan terhadap mutu.tel

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Peredaran Bibit Ternak

Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatestdg@n
atau perdagangan bibit ternak dari dan wilayahalaetibawah
pengawasan Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengawasan peredaran telur sebagaimana dimadidaich ayat
(1) diatas, dilakukan pemeriksaan terhadap mutut bionak
yang bersangkutan.

(3) Peredaran atau peredaran bibit ternak sebagindamaksud
dalam ayat (1) datas yaitu dalam bentuk :

a. Day Old Chick (DOC);
b. Day Old Duck (DOD);
c. Bakalan ternak; dan
d. Telur tetas.

Bagian ke Empat
Pengawasan Peredaran Ransum Makanan Ternak

Pasal 25

(1) Setiap orang atau badan yang memproduksi ransukanaa
ternak dan memiliki lzin usaha harus dilakukan iflessi
terlebih dahulu sebelum diedarkan.

(2) Sertifikasi ransum makanan ternak sebagaimamaakdud
dalam ayat (1) diatas, diberikan untuk setiap jersasum
makanan ternak dan hanya berlaku untuk setiap jangim.

Pasal 26

(1) Pengawasan peredaran ransum makanan ternak datnaihd
Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk melakukemgriksaan
terhadap mutu ransum makanan ternak.

(2) Pengusaha ransum makanan ternak, wajib menyeraiukdaah
perjenis ransum kepada petugas yang berwewenaramyssb
1.000 (seribu) gram setiap 6 (enam) bulan sekalikudilakukan
pengujian ulang mutu ransom.

(3) Dalam hal pembiayaan pengujian ulang mutu ransutkenzan
ternak, sebagaiman dimaksud ayat (2) diatas, ditkelbakepada
pengusaha yang bersangkutan.
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Bagian Kelima
Pengawasan peredaran Obat

Pasal 27

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatarbyzstem
penyediaan, peredaran penyimpanan dan penggunaah ob
hewan diwilayah daerah, dibawah pengawasan Bugati a
pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam hal pengawasan, pembuatan, penyediaan, pameda
penyimpanan dan penggunaan obat hewan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatas, apabila ditemukkamya bukti
penyimpangan, maka Bupati atau pejabat yang diudppat
memerintahkan untuk :

a. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obanhewa

b. Melarang peredaran obat hewan;

c. Menarik obat hewan dari peredaran; dan

d. Menghentikan penggunaan hewan yang tidak sesugiaden
ketentuan yang berlaku.

Bagian ke Enam
Pengawasan Lalu lintas Hewan

Pasal 28

(1) Setiap perpindahan tempat hewan kesayangan/penagihéari
dan kewilayah daerah harus disertai dengan sutarakeyan
kesehatan hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh petugrng
berwewenang dengan terlebih dahulu melakukan pksaam
kesehatan hewan sesuai dengan ketewntuan yangberla
(2) Tempat pemeriksaan kesehatan hewan sebagaiman sdichak
dalam ayat (1) diatas, dilakukan dilokasi pemegaksaetempat
dan atau di kantor dinas teknis.
(3) Pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk itu merygiun
kewewenangan untuk :
a. Menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)
b. Menerbitkan surat bukti hasil pemeriksaan (SBHP);
c. Memusnahkan hewan vyang dianggap berbahaya bagi
kesehatan hewan karena dapat menularkan penyakit;
d. Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan
yang diduga mengidap penyakit hewan menular; dan
e. Apabila diperlukan, mengambil contoh guna pemeahksa
laboratorium.

Bagian Ke Tujuh
Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatasdgen
kulit, tanduk dan tulang denga maksud untuk dipgadgkan,
dibawah pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunju

(2) Pengawasan peredaran dan perdagangan bahan asah hew
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakakak
pemeriksaan terhadap mutu bahan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerameanyangkut
tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut aengeraturan
Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha
peternakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebaga
diatur dalam Peraturan daerah ini, sehingga meandieuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (ermian
atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta )pua

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan daerah.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat %dlphad
tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidikngkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penemgpatialam
Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di  Poso
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,
ttd
PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

mms DAERAH KABUPATEN POSO

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 7
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